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WALIKOTA PALOPO

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR: 34  TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
‘TATA KERJA DINAS FERHUBUNGAN KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

Mcnmlbang : bahiwa untul. melaksanakan ketentuan Pasal 7 Feraturan

Dacrah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Peraber.tukan den Susunan Perangkat Daerah maka perlu
mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota
Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.

Mcngingat : 1. Undang-Undang Ncmor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Frovinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186); '

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-iIndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Permmbentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indor.ezia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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gepela Sub Bugiar. adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas

perhubungan Kota Falopo;

ll'KEP
perh
2. Unit Pelaksara Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

ala Seksi adelah Pejabat yang memimpin Scksi pada Dinas

ubungan Kota Palepo; dan

Unsur Pelaksana 7Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis

Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(1) gusunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palopo terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
Bidang Pengendalian Operasional Pethubungan Darat, terdiri atas :
1) Seksi Lalu lintas Darat ;
2) Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan jalan;
3) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Terminal.
d. Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat, terdiri atas :
1) Seksi Manajemen Lalu lintas:
2) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
3) Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi LLAJ.
e. Bidang Perruburgan Laut, terdiri atas :
1) Seksi Kepelabuhanan;
2) Secksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut;
3) Seksi Keselamatan Transportasi Laut dan Laik Layar.
f. Unit Pelaksana: Teknis Dinas (UPTD);

g. Jabatan Fungsional.
@) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

peraturan walikota ini.
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BAB III
KEDUDUXAN
Pasal 3

pinas Perhubungan merupakan unsu:r pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin

‘oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
| Bagian Kesatu
KEPALA DINAS
Pasal 4

(1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

(2) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok : membantu
5 Walikota dalam melaksanakan penyeienggaraan urusan peﬁlerintahan di
; bidang Perhubungan; |
(3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Dinas Perhubungan mempunyai Fungsi :

; a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Perhubungan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Perhubungan;

c. pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan

pemerintahan di Dinas Ferhubungan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya

untuk menunjang kejancaran pelaksanaan tugas;

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan mempunyai

| Rincian Tugas :

a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya
vang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; _

b. merumuskan program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman
kerja; |

c. membagi tugas, niemberi petunjuk dan mengoordinir Kepala Bidang di
lingkunigan Dinas Perhubungan agar bersinergi dan saling
mendukung dalam pelaksanaan tugasnya,

d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas di lingkungan Dinas Perhubungan agar berjalan sesuai dengan

yang direncanakan, ‘
€. mengsinkronisésikan, rencana/program pembangunan dibidang

S

perhubungan secara terpadu berdasarkan kebijakan Pemerintah

4
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BAB 111
KEDUDUXAN
Pasal 3

Dinas Perhubungan merupakan unsu: pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin

oleh Kepaia Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kaada Wnlikota ;

BAB JV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
KEPALA DINAS
Pasal 4

(1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
2) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok : membantu
Walikota dalam melaksanakan penyelcnggaraan urusan perherintahan di
bidang Perhubungan;
(3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Dinas Perhubungan mempunyai Fungsi
a. perurausan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Perhubungan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Perhubungan;
c. pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan
pemerintahan di Dinas Perhubungan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya
untuk menunjang keiancaran pelaksanaan tugas;
' (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan mempunyai
Rincian Tugas |

a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya
vang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas:

b. merumuskan program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman |
kerja;

C. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengoordinir Kepala Bidang di
lingkungan Dinas Perhubungan agar bersinergi dan saling
mendukung dalam pelaksanaan tugasnya; '

d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas di lingkungan Dinas Perhubungan agar berjalan sesuai dengan
yang direncanakan,;

€. mengsinkroniseésikan, rencana/program pembangunan dibidang

perhiubungan secara terpadu berdasarkan kebijakan Pemerintah

4
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pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Palopo menurut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

( melakukan konsultasi dan membina hubungan kerja sama dengan

Provinsi, Pusat dan dinas/instansi lingkup Pemerintah Kota Palopo

dan instansi vertikal sertz esosiasi/ lembaga-lembaga lainnya;

mengoordinasikan  pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian teknis kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan di

lingkungan Dinas Perhubungan;

h. memberikan masukan dan usul serta saran dan pertimbangan kepada
Pemerintah Kota baik dalam penyusunan kebijakan pemecahan
masalah daiam rangka pembinaan dan pengembangan dibidang
perhubungan;

i. melakukan pemoinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan
furgsional di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai peraturan
peruncarig-undangan vang berlaku;

j. membuar dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada
Pemerintah Ko Palopo;

k. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan
fungsional d1 lingkungan Dinas Perhutungan;

1. membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada
atasan,

m. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas serta memberi saran
pertirnbangen  kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam
mengambil kebijakan;

n. melakukan tugas l2in sesuai petunjuk atasan;

o. membuat hasil kegiatan Dinas Perhubungan serta memberi saran
pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam
penentuan kebijakan;
raenilai orestasi kerja bawahan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota

untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Scanned by CamScanner



Bugian Kedua
SEKRETARIAT
Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 5

(1) gekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

‘ pertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

@) Sekretaris mempunyai Tugas Pokokx : memberikan pelayanan teknis
administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dalam
lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi
dan Tindak Lanjut;

(3) Untuk melaksanakarn Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris, mempunyai Fungsi :

a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas;

b. peleksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan,
Evaluasi dan Tindak Lanjut;

c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat
menyurat;

d. penyusunan program dan rencana Kkerja serta kebutuhan
Anggaran;dan

e. pengeordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan;

(4) Un‘uk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagimana dimaksud

ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkup sekretariat:

d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau

menandatangani naskah dinas;

e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan

bahan penyusunan program,;

f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan

integrasi pelaksanaan kegiatan;

8. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi;
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(1)

(2)

3)

i melaksanakan dan men goordinasikan pelayanan ketatausahaan;

i melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum

dan aparatur,

k. melaksanakan —dan  mengoordinasikan pelayanan  administrasi
perhuburigan;

1. melaksanakan  koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana
kebutuhan anggaran;

m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindal: lanjut hasil

pemeriksaan:

n. melaksanakari dan mengoordinasikan administrasj pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

o meiaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

p. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi
saran pertirmbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;

r. menilai prestasi kerja bawahan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pesz21 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekertaris;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok :

melakuvkan administrasi surat menyurat, pengelolaan aset, urusan rumah

tangga dan admiristrasi Kepegawaian;

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tugas:

a. meleksanakan administrasi surat menyurat dan urusan rumah tangga;

b. melaksanakanpengelolaan aset:

C. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

d. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan
serta hasil kerjanya:

€. mem>duat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

f. memberi saran pertimbangan kepada pimpinan;

(f
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melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas;
. mem]al prestasi kerja bawahan; dan
: melacsanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris,

untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 3
sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
Pasal 7

mn sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
pertanggungjawab kepada Sekretaris;

0) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanju!:

mempunyai Tugas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan

penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, menyusun laporan,

pengelolaan data dan penyelesaian tindak lanjut; |

(3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut,
mempunyai Rincian Tugas : '
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan kebutuhan

anggaran Dinas;

b. melakukan pengadministrasian keuangan dan aset;

c. me'akukan pengendalian dan evaluasi program kerja dinas dan
per.yelesaian tindak lanjut;

d. melakukan pengolahan data dinas;

e. menyusun laporan hasil kegiatan dinas;

mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan,

=~

menilai prestasi kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris,

=

untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Bagian Ketiga
BIDANG PENGENDALIAN CPERASIONAL PERHUBUNGAN DARAT
| Paragraf 1
Bidang Pengendalian Operasional Perhubungan Dan;.t
Pasal 9

m Bidang Pengendalian Operasional Perhubungan Darat dipimpin oleh
Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas;
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) Kepala Bidarg Pengendalian  Operasional Perhubungan Darat
mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan pengendalian, operasional dan
penertiban LLAJ, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
angkutan jalan dan laik jalan, pengelolaan dan pengembangan terminal
angkutan darat, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

0) Untuk melaksariakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Darat mempunyai
Fungsi:

a. perumusan dan penyusunan program kerja tahunan bidang
Pengendalian Operasional Lalu Lintas Darat;

b. pelaksanaan program kerja tahunan bidang Pengendalian Operasional
Lalu Lintas Darat;

c. perumusan kzhijakan bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas
Darat;

d. pelaksaniaan kebijakan di bidang Pengendalian Operasional Lalu
lLintas Darat; ,

e. peniyusunan nornla, standar, prosedur, dan criteria bidang
Pengendalian Operasional Lalu Lintas Darat; |

f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian
Operasional Lalu Lintas Darat; .

g. penyusunan norma standar, prosedur dan pelaksanain serta
pengawasan dar evaluasi pelaksanaan bimbingan keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Darat;

h.penyusunan norma standar, prosedur dan pelaksanaan serta
pengawasecn dan evaiuasi pelaksanaan Pengelolaan Terminal
Penumpang;

i. penyusunan rencana pengembangan Terminal Penumpang;

J. pelaksanaan administrasi bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas
Darat;

k. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah
lainnya di bidang Pengendalian Opecrasional Lalu Lintas Darat;

. melakukan analisis data bidang pengendalian operasional lalu lintas

b darat; dan
L m, pelaksanaan bimbingar dan pembinaan pengendalian operasional lalu
lintas darat.
(4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengendalian Operasional

Perhubungan Darat mempunyai Rincian Tugas :
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" memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya

yaug aiperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

p. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan

pulanan bidang Pengendalian Operasional Perhubungan Darat sebagai

pecoman dalam relaksanaan tugas;

melakukan bimbingan keselamatar lalu lintas jalan;

d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengaturan dalam

lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal;

. melakukan penarkan retribusi jasa usaha terminal;

f memeriksa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan yang direncananakan;

g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi
dengan Pemerinitah Kota dan Dinas lainnya;

h.menyiapkan dan menyusun bahan serta mengoordinir pelaksanaan
pengendalian operasional perhubungan darat;

i. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengalihan tugas lingkup

vidang pengendalian operasional perhubungan darat;

membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pengendalian Operasional

Perhubungan Darat serta memberi saran pertimbangan kepada

pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;

k. mendistribusikan tugas' dan memberikan peturjuk pelaksanaan
kegiatan kepa<da bawahan serta mengoreksi hasil kerjanya;

]. menilai prestasi kerju bawahan; dan
m.melaksanakan nigas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 2
Seksi Lalu Lintas Darat
Pasal 10

(I) Seksi Lalu Lintas Derat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan
Operasional Perhubungan Darat;

(2 Kepala Seksi Lalu Lintas Daratmempunyai Tugas Pokok : melakukan
Peryyiapan standar dan kriteria pengendalian, pengawasan dan penertiban
lalu lintas darat, pembinaan dan pemberian bimbingan keselamatan dan
ketertiban lalu lintas, aan menganalisis daerah rawan kecelakaan;

) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Lalu lintas Darat, mempunyai Rincian Tugas:

10
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anaken kebijalkan  bidang pengawasan, pengendalian dan

melaks : 1
a stiban lalu lintas carat;
enerter : ,
Jenyusuil program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian lalu
b. B , .
jintas darati
enyusun norma standar, prosedur dan kriteria pengawasan,
C. . . .
pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan, serta
Leselamatan dan ketertiban berlalu lintas;
i melaksanakaﬂ pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan
jalat;

melakukan penyidikan pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis
dan laik jalan, ketentuan pengujian berkala dan rekomendasi perizinan
angkutan uITitlm,;
melaksanakan koordinasi dengan unijt kerja terkait;
melaksanakan pengelolaan pembinaan pengemudi angkutan dan
kendaraan tidek bermotor serta pemakai jalan;
melaksanakan analisis dan pengawasan daerah rawan kecelakaan lalu
lintas;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Lalu Lintas Darat
serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi
bahan dalam penentuan kebijakan;
j. menilai prestasi keria bawahan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.
Paragraf 3 '
Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 11

I Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin
Oleh Seorang Xepala Seksi vang berada di bawah dan bertanggungjawab
k,epada. Kepala Bidang Perhubungan Darat;

Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
:’:;leizunyai Tflgas Pokok ; melaksanakan penyusunan bahan kebijakan

5 iy, Pemberiar himbingan keselamatan dan keter.tiban lalulintas;

- r:el-‘ﬂfsanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
eksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Me .
Mpunyaj Rincian Tugas :

C

. m ] -
elak&;anakat_n kebijukan bimbingan keselamatan lalu lintas dan
Mikitan ialan:

11
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asun program kerja Seksi Rimbingan Keselamatan Lalu Lintas
q1€11} a

g | Angkutant Jalan,
at o o
d qsun norma, standar, prosedur dan kriteria bimbingan
ell)” . '
om jamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
keSC

] }{Sﬂllﬁka“ l{oordi.lasi dengan unit kerja terkait;

ela .

d‘ " ldksanakan I S pelaporan kegiatan Seksi Bimbingan
mel

an dan Ketertiban Lalu Lintas serta memberi saran

l{eselamat o

erﬂmbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam
P . _

penentuan kebijakan,

- Jistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan
m

cegiatan kepada bawanan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil
e ‘

'.(Cljanya; | Iy I *,:
menilai prestasi kerja bawahan; dan |
melaksanakan fugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 4
Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Terminal

Pasal 12

) Seksi Pengelolaan dani Pengembangan Terminal dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pengendalian Operasional Perhubungan Darat;

() Kepaia Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Terminal mempunyai Tugas
Pokok : melakukan Penyiapan standarisasi, pendataan dan kriteria
pengelolaan dan pengembangan terminal;

§) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Terminal, mempunyai
Rincian Tugas:

8. melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan terminal;

b. menyusun program Kkerja Seksi Pengelolaan dan Pengembangan

Terminal;

Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria Pengelolaan dan
pe“gembrcm,gr,r;m Terminal; 1)
melaksanaka{n koordinasi dengan unit kerja terkait; ¢
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan dan
Pe“g‘fn'lbarlgc':ln Terminal serta memberi saran pertimbangan kepada

P‘ .
Mpinan untyk menjadi bakan dalam penentuan kebijakan;

12
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tribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan

iS
el‘ldl ' o ‘ .
" n kepada pawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil

i kegiﬁ'ta
rjanyé- .
i Jnilzai presiasi keija bawahan; dan
me
melﬂksan
' ntuk mendukung Kelancaran pelaksana tugas.
gidang: 1nt dukung kel lak g

: akan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

Baglan Xeempat
31D ANG PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI DARAT
Paragraf 1
pidang i’engembangan Jaringan Transportasi Darat

Pasal 13

i pengembangan Jaringan Transportasi Darat dipimpin oleh seorang

gidan

1 kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
e
Kepala DInas;

0 Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat Tugas Pokok:
relaksanakan kegiatan fasilitasi, peningkatan kualitas tekhnis sarana,
prasarana fasilitas perlengkapan jalan rnanajemen dan pengembangan
jaringan transportasi, analisis dampak lalu lintas; '

g Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Per.gembangan Jaringan Transportasi Darat mempunyai

Fungsi :

a perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang
Pengernbangan Jaringan Transportasi Darat;

b. pelaksanaan program Kkerja tahunan di bidang Pengembangan
Jaringan Transportasi Darat;

¢ perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Jaringan Transportasi
Darat;

¢ pelaksanaan kebijal.an di bidang Pengembangan Jaringan

Transportasi Darat;

Penyusurian norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

Pengembangan J aringan Transpoitasi Darat;

pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang

Pengembangan Jaringan Transportasi Darat;

Pelaksanaan administrasi di bidang Pengembangan Jaringan

Transportas; Darat;

Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah

lainnya a: 1. _ _
"nya di bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat;

' 13
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n oimbingan dan pembinaan pengembangan jaringan

raﬂSP _
t m‘:]aksana.kaf- tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
4 ot at (2) den ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan Jaringan
¢ 4a -1)"tasi Darai mempunyai Rincian Tugas : |
O-
ahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya

a 2 dip erlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan ‘ugas;
ral

pkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan

' meny;:n bigang pengembangan jaringan transportasi darat sebagai
E:gl(liaojrnan dalam pelaksanaan tugas;

;. memeriks? dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar

i cesuai dengan yang direncanakan;

d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi

Jengan Pemerintah Kota dan Dinas lainnya;

renyiapkan dan menyusun bahan serta mengoordinir pelaksanaan

pimbingan pengembangan jaringan transportasi darat;

¢ melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengalihan tugas lingkup

bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat;

membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pengembangan Jaringan

Transportasi Darat serta memberi saran pertimbangan kepada

pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;

h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi hasil kerjanya;

i. menilad prestasi kerja bawahan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainrya yang diperintahkan Kepala

Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 2
Seksi Manajemen Lalu Lintas
- Pasal 14
y

Seksi Manajemern Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada g 1,

Pengemban

awahi dau bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
gan Jaringan Transportasi Darat;

Seksi Manajemen Lalu Lintas Tugas Pokok : melaksanakan

prasarana dan fasilitas perlengkapan, optimalisasi
Penggun

4an )aringan jzlan dan gerakan lalu lintas, penetapan titik parkir
' Analisig dampsk lalu lintas;
14
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umlaksmlakﬂn Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2),

1 ullk . 5 . 2
i-" Ut T geksi Manajemnien Lalu lintas, mempunyai Rincian Tugas :

e _ ) _
Kep . elqksanakan kebijakan manajemen lalulintas;
[ ‘

1.

nenyusun program kerja. Seksi Manajemen Laly lintas;
b. )

penyusun norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen Lalu

¢. i

. -as;

;elaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

menydasun bahan kajian pemberian rekomendasi analisis dampak

Jalu lintas;

pelaksanakan inventarisasi data jumlah kendaraan pribadi dan

umum,;

g melaksanakan pengaturan jadwal pelaksanaan bongkar muat barang;

p, pelaksanakar. penyusunan bahan pengkajian dan analisis
penempatan rambu-rambu lalu lintas;

i, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Manajemen
Lalulintas serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan
untuk menjadi bahan daiam penentuan kebijakan; |

j. menilai prestasi kerja bawahan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kep'ala

Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

fParagraf 3
Seksi Prasarena dan Perlengkapan Jalan

Pasal 15

Seksi Prasarana dan Perlengkapan .Jalan oleh seorang Kepala Seksi yang

b : .
adz di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pengernbangan Jaringan ; ’

K o i L
®al: Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan mempunyai Tugas

Poko .
ko melakukan penataan dan pengembangan sarana dan prasarana

laly}; : -
Mas, pembinaan dan pengembangan  Terminal, Halte, pengujian

ke,
Ndaragn bermotor dan perbengkelan;

Mtuk e . : i
b aksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2),

.pala .
N, Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan, mempunyai Rincian

A,
mEIakSana.kan

Jalan; program kerja Seksi Prasarana dan Perlengkapan

. m&nyUsuH

b Norma, standar, prosedur dan kriteria Prasarang dan

erlengkapan Jalan;

15
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akan koordinasi dengan unit kerja terkait:

mcmksﬂl , -
“ jaksanakar inventarisasi jumlah prasarana dan perlengkapan
d. me

jalans

.merencanakan dan mel?gadakan prasarana dan perlengkapan jalan;
) mclaksal"-ﬂka“ evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Prasarana dan

Perlcngkap&ll Jalan serta memberi saran pertimbangan kepada

pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
nenilai presta
an :ugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

si kerja bawahan; dan

malaksanak
gidang untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas .,

5
Paragraf 4 ’
n Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi LLAJ

seks! pengembungs
Pasal 16

il Sexsi pengembangan SDM dan Sistem Informasi LLAJ dipimpin oleh

seorang Kepala Sel:si yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat;

) Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi LLAJ mempunyai

Tugas Pokok :
pengemDArigan SDM, Sistem Informasi LLAJ;

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Pengernbzngan SDM dan Sistem Informasi LLAJ, mempunyai

melaksanakan pembinaan, koordinasi dan memfasilitasi

b

Rincian Tugas .
a. melaksanakan program kerja Seksi Pengembangan SDM dan

Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. menyusun hahan koordinasi Pengembangan SDM dan Informasi lalu
lintas dan angkutan jalan;

¢ menyusun bahan pengkajian kebijakan teknis Pengembangan SDM
dan Informasi lalu lintas dan angkutan jalan;

4. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu
lintas di jaian; '

& menyusun bahan pengkajian pemberian ' rekomendasi

Penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemud; ‘

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

8 melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Prasarana dan
perlengkapan Jalan serta memberi saran pertimbangan kepada

Pirpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakpn;

16
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mendistribusikan tupay

dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada bawahan;

menilai prestasi kerjy bawahan: dan
[ =

melaksanakan tugas kedinasan lainny

a yang diperintahkan Kepala
Bagian, untnlg

mendukung kelancaran pelaksana tugas.

| Bagian Kelima
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Paragraf |

Bidang P'erhuhungan Laut

Pasal 17

() Bidang Pethubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
() Kepala Bidang Perhubungan Layt

mempunyai Tugas Pokok
melak:

sanakan pembinaan dan penyusunan program, pengoordinasian,

pengendealian dan pengawasan serta pelaporan dan evaluasi terhadap

kegiatan kepslabuhanan, pengembangan transportasi perairan dan

keselamatan dan laik layar;

(3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai Fungsi : : |
a.perumusan dan penyusunan program kerja tahunan dj bidang

Perhubungan Laut ; ‘

b. pelaksanaan program kerja tahunan di bidang Perhubungan Laut;

C. perumusan Kebijakan di bidang Perhubungan Laut;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan Laut;

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
Perhubungen Laut;
f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan  di bidang

Perhubungan Laut:
g pelaksanaan admin:strasi di bidang Perhubungan Laut;

L. pelaksanaan konsultaci dan koordinasi dengan perangkat daerah

lainnyaci bidang Perhubungan Laut;
i. melakukar. analisis data bidang perhubungan laut; dan
j. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan perhubungan laut.

(4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan Jaringan
Transportasi Darat mempunyai Rinclan Tugas : N

a. memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; |
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9 menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan
pulanan bidang pengembangan jaringan transportasi darat sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas ;

.. memeriksa dan mengevaluas;i hasil pelaksanaan tugas bawahan agar
sesucld dengan vang direncanakan:

4. mengumpulken dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi
dzngan Femerintah Kcta dan Dinas lainnya;

e. menyiapkan dan menyusun bahan serta mengoordinir pelaksanaan
bimhingan pengembangan jaringan transportasi darat;

f melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengalihan tugas lingkup
bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat;

g. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pengembangan Jaringan
Transportasi Darat serta memberi saran pertimbangan kepada
pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan,;

h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan

kegiatan: kepad:. bewahan serta mengoreksi hasil kerjanyz;

# i. menilai prestasi kerja bawahan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 2
Seksi Kepelabuhanan
Pasal 18

Seksi Kepelabuhznan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut;
Kepala Seksi Kepelabuhanan mempunyai Tugas Pokok : mengolah data,
Pencatatan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dan informasi
kepe]abuhanan;

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Kepelabuhanan mempunyai Rinciun Tugas :

& menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan Pényusunan
program bidang;
b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan pPenyusunan
laporan hasil kegiatan,;
C. mengaiur, mendistribusikan dan mengoordinasikan pelaksanaan
: tugas bawahan;
d,

Menyiapkan Ferencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian

kepﬁ]abuhanan sesuai dengan kewenangan daerah;
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melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

P dan pembangunan pelabuhan dan terminal khusus;

i melakukan pembinaan terhadap masyarakat di sekitar Lingkungan
pelabuhan;

engembangan

g menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi rencana
induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungar: Kepentingan Pelabuhan;

h, menyusun dan menyiapkan Pelayanan jasa kepelabuhanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan;

i memberikan layanan teknis kepelabuhanan sesuai ; kewenangan

daerah dan standar pelayanan sektor Perhubungan laut;

i mengoordinasiken  kegiatan membuyat bangunan, pengerukan,

reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air dalam daerah
kepelabahanan;

k. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan rekomendasi terhadap
penutuhan kapal,

. membuat lapcran hasil pelaksanaan tugas dan member saran dan
pertimbangan kepada pimpinan sesuaj tugas pokok dan fungsi;
m. mengumpulkan dan mengolah data usaha transportasi laut GT 7 ke

bawah,

n. menginformasikan dan menginventarisasi permasalahan usaha

transportasi laut;

o. melakukan pengecekan dan pemeriksaan kapal GT 7 ke bawah;
p. melakukan oencatatan usaha;

q. membuzt laporen nasil kegiatan memberi saran pertimbangan kepada

pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan;
r. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan

Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan:

Petunjuk

S. menilai prestasi kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. |

Paragraf 3
Seksi Pengeruhangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

Pasal 19

) Seks; Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dipimpin
Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut;
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ala geksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
Kep .
nempun_\'ﬂ‘
I
iusan, Pengawasan dan pengembangan sarana dan prasarana

W

Tugas Pokok . melakukan pengkajian, perencaan,

- gportasi laut serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

pidang perhubungan Laut;
| Jntuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

()

Kepald Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
mempunyai Rincian Tugus :

renyusun norms, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana dan

a. .
rana transportasi laut;

rasa }

fncnyediakan dan memelihara serta merawat sarana dan prasarana

perhubungan laut; '
menyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis pelaksanaan
prasarana {ransporta s1 perairan; _

4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis,
pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengawasan  Kkegiatan
kepelahunan, pengerukan, reklamasi, salvage, pekerjaan bawah air,
penjagaan laut dan panatai, pencegahan dan penanggulangari
pencerraran di perairan dan bantuan SAR; :

e. menyiankan bahan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pemberian
perizinen pembangunan sarana pengangkutan laut untuk pengaturan
penumpang dan barang; '

f. menyiapkan bahan perabinaan, pengawasan, dan koordinasi pemberian
perizinan bagl sarana pengangkutan perairan untuk penumpang dan
barang;

g melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran
perairan serta bantuan SAR; A

h.memberikan  pertimbangan tfeknis terhadap penambahan dan
pengembangan fasilitas pokok transportasi perairan;

1. melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan terhadap
penyelenggaraan pengusahaan angkutan perairan, jasa terkait
angkutan di perairan, perkapalan dan kepelautan;

k. menyiapkan pelakssnaun koordinasi dan penertiban kegiatan usaha
dan/atau kegiatan angkutan di perairan dan jasa terkait angkutan
perairan;

l. membuat laporar, hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;

M. menilai prestasi kerja bawahan; dan '

A melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas.

Paragraf 4
Seksi Keselamatan Transportasi Laut dan Laik Layar
‘ - Pasal 20 '

i
(1 ;
ﬁl S:ksx Keselamatan Transportasi Laut dan Laik Layar dipimpin oleh
Orang Kepala Scksi vang berada di bawah dan bertanggung jawab.

k
| “PadaKepala Bidang Perhubungan Laut;
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Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Laut dan Laik Layar mempunyai
(2] Tuaas pokok : melakukan pembinaan, Pen

kelavakﬂn berlayar bagi kapal GT 7 kebawah;

Untuk mclaks.anekan _'I‘ugas Pckok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Keseamatan Transportasi Laut dan Laik Layar

PCnge;11batngar1, meiapunyai Rincian. Tugas :

o, menyusun rencarna kegiatan bimbingan keselamatan transportasi laut
sesuai kewenangannya;

p. menyusun kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian
izir berlayar bagi kapal GT 7 ke bawah;

c. melakukan pembinaan kepada pemilik kapal;

g. melakukan identifikasi dan pendataan jumlah kapal GI' 7 kebawah
yang beroperasi;

h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

i, melakukan  pendistribusian  tugas dan memberikan Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan;

j. menilai prestasi kerja bawahan; dan i,

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. g

gawasan pemberian izin dan

@)

BAB V
TATA KERJA
Pasal 21

() Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan wajib dan
taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

() Kepala DinasPerhubungan mengembangkan koordinasi dan kerjasama
dengan Organisz.si Perangkat Daerah dan/atau instansi
pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan  kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 22

Kepala Dinas, Selretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan
| Mgas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
 Undangan serta menerapkan ‘ prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi,
SiIlk:ronisas.i, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 23

) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi,
. Jahatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib memimpin,
mengoordinasikal'l, memberikan  bimbingan, memberikan petunjuk
Pelaksanaan tuga‘s, mempoina'dan menilai kinerja bawahan m'a“éing-masing;
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Perhubungan wajib mengikuti
N mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan
®fentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 24

' Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi,
i A Fungsional Tertentu pada Dinas Perhubungan wajib mengawasi dan
batd . . : .
K. endalilian pelaksanaan tugas bawahan masing-rnasing serta mengambil

ingkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan
indikasi penyimpangan

4
w gkah-ll

\daﬂ/'atau

" dang-und

Sesuai  dengan Kketentuan peraturan
angarn.

Pasal 25

1 gepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Jabatan Fungsional ~Tertentu pada Dinas Perhubungan wajib
| penyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan
masing-masing sesilal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
;) Atasan yans menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan

pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

. BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 26

{j UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
§ 0 Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

tersendiri dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 27

Jabatan Fungsicnal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan

gsi Dingg Perhubungan dengan keahlian tertentu.
Pasal 28

! Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdidi dari
S¢jumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian;
Jabatap fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
S0rang te Naga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

Jerie .
®US, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan

ket
Withan dgn behan keria.
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BAB VIII
PENUTUP
Pasal 29

qgan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 7
gahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas
perhubungan Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
pgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

T —

TELEH = | TANBGH

‘L | Ditetapkan di Palopo

T—‘; z o : Pada Tanggal 2 Desember 2016
- _ r

TR T WALIKOTA PALOPO,

1) Bem oot / {' | ‘
- SESa— PR n e

Pitated. KA., | 1/ S | . M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo /

Pada tangeal : 2 Desember 2016

BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN
2016 NOMOR : 34
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" 'NOMOR"": 34 TAHUN 2016
TANGGAL: 2 Desember 2016

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO

FUNGSIONAL

KEPALA
DINAS

SEKRETARIAT

T

]

PERENCANAAN, KEUANGAN,
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
[ I ]
BIDANG BIDANG

BIDANG
PENGENDALIAN OPERASIONAL
PERHUBUNGAN DARAT

— 1

SEKSI
LALU LINTAS DARAT

SEKSI
BIMBINGAN KESELAMATAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN

SEKSI
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN TERMINAL

o

[ TELAY DIPERIKSA

———

;";"Ti:-'.i TANGEAL

1, Seiretaris oln

R SR R

'@

PENGEMBANGAN JARINGAN
TRANSPORTASI DARAT

PERHUBUNGAN LAUT

1 T
SEKSI SEKSI
| MANAJEMEN LALU LINTAS — KEPELABUHANAN
SEKSI SEKSI
|| PRASARANA DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN
PERLENGKAPAN JALAN | | PRASARANA TRANSPORTASI
LAUT

SEKSI
PENGEMBANGAN SDM DAN
SISTEM INFORMASI LLAJ

=

KESELAMATAN TRANSPORTASI

SEKSI

LAUT DAN LAIK LAYAR
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